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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Penatausahan asset tetap pemerintah daerah kota kupang yang terdiri dari 

proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan 

baik. Faktor-faktor penyebab penata usahaan tidak berjalan dengan baik 

adalah sumber daya manusia yang kurang pemahaman tentang 

penatausahaan asset tetap, ketiadaan dokumen pendukung, 

teknologipenunjangkegiatan proses penatausahaan, dan dasarhukum yang 

yangtidakditaati oleh pejabatpenatausahaanasettetapkhususnya pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku 

pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam melakukan 

penatausahaan aset tetap yang baik adalah yang pertama melakukan 

pelatihan kepada Bidang Akuntansi dan Aset untuk meningkatkan 

pemahaman pengelolan barang milik daerah, termasuk peningkatan 

kemampuan dalam mengelola barang milik daerah secara baik, efektif 

serta dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pendampingan berupa 

rekonsilasi dan memperbaiki system administrasi untuk penilaian Badan 

Pemeriksa Keuangan. Kedua, melakukan pendampingan kepada pengurus 

barang setiap SKPD di Kota Kupang, dan yang ketiga memperbaiki 
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administrasi menjadi lebih baik lagik hususnya pada saat proses 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. 

6.2 Saran 

Berdasarkanhasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran kepada Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang adalah melakukan penatausahaan 

asset tetap yang baik dan benar dengan cara menciptakan sumberdaya 

manusia yang kompeten dalam memahami tata cara pengelolaan aset yang 

baik sebagiamana termuat dalam regulasi yang berlaku. Untuk mencapai 

maksud tersebut, maka para pihak yang terkait dengan penatausahaan asset 

tetap perlu diberikan pelatihan tentang tata cara penatausahaan asset tetap 

sesuai dengan amanat regulasi yang ada, melakukan kordinasi yang baik 

antar SKPD dalam penatausahaan aset, setiap pengurus barang harus 

melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan jujur, mengoptimalkan 

pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah, memiliki rasa 

tanggungjawab dalam mengembangkan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi 

masing-masing. Selain itu setiap pihak perlu mematuhi peraturan yang 

berlaku terkait pengelolaan barang milik daearah khususnya penatausahaan 

aset tetap.  
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